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Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan oleh Perseroan di 
Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2017

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh Pemegang 
Saham untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran 
Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/Rights Issue, sesuai dengan Peraturan OJK No. 
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu. 

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi 
ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan pihak yang kompeten atau 
penasihat profesional.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, 
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA 
DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA 
SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI 
ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN 
ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG 
DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN. 

A. PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI
Berikut adalah perubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi dalam Rencana Transaksi yaitu:

I. Pada tanggal 16 Oktober 2017, Perseroan menandantangani perubahan atas Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, 
sehingga keterangan mengenai Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dalam sub-bab “Perjanjian-perjanjian Terkait 
Rencana Transaksi” yang berada dalam bab “Keterangan Mengenai Rencana Transaksi” berubah menjadi sebagai 
berikut:

Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan atas 
Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 16 Oktober 2017:

•	 Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Senamas Indone

Para Pihak : Perseroan (sebagai penjual) dan PT Senamas Indonesia (sebagai pembeli)

Tujuan Perjanjian
: Bahwa Perseroan sebagai pemegang saham dari MML, hendak menjual kepemilikan 

saham atas 5.500 saham yang mewakili 55% dari saham MML yang telah dikeluarkan 
dan disetor penuh kepada PT Senamas Indonesia

Beberapa ketentuan 
pokok dalam 

Perjanjian

: Total harga yang akan dibayarkan oleh PT Senamas Indonesia adalah sebesar 
Rp5.500.000.000,- (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Persyaratan-
persyaratan yang 

harus dipenuhi antara 
lain:

a) Semua perizinan dan persetujuan pihak ketiga telah diperoleh dari, pemberi 
pinjaman dan pihak-pihak yang berkepentingan secara sah;

b) Setiap persetujuan korporasi yang wajib diperoleh Perseroan dan PT 
Senamas Indonesia untuk menandatangani melaksanakan transaksi yang 
dibuat berdasarkan perjanjian ini;

c) Dilangsungkannya pembayaran untuk pembelian saham yang dijual oleh 
PT Senamas Indonesia kepada Perseroan yang dibayarkan dengan cara 
pemindahbukuan pada suatu rekening yang ditunjuk atau diinstruksikan 
secara tertulis oleh Perseroan dan/atau dengan menggunakan metode 
pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan PT Senamas 
Indonesia. 

Persetujuan korporasi 
dan pihak ketiga yang 

dibutuhkan

: Dalam melakukan divestasi atas saham MML yang dimiliki Perseroan, Perseroan 
memerlukan persetujuan dari pemegang saham dan persetujuan dari PT Bank 
Permata Tbk sehubungan dengan Rencana Transaksi. Terkait hal tersebut, Perseroan 
akan memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan terkait dengan Rencana 
Divestasi yang akan diperoleh berdasarkan RUPSLB yang akan dilaksanakan pada 18 
Oktober 2017; 

Selanjutnya, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Permata Tbk 
yang telah diperoleh terkait dengan persetujuan atas Rencana Transaksi dan tindakan 
lainnya sehubungan dengan Rencana Transaksi berdasarkan Surat Persetujuan No. 
0031/SK/CG8/WB/09/2017 tanggal 18 September 2017; 

Metode pembayaran
: Menggunakan pembayaran dengan cara pemindahbukuan pada suatu rekening yang 

diinstruksikan oleh para pihak.

Ketentuan 
pengakhiran

: Perjanjian akan tetap mengikat kepada para pihak kecuali para pihak secara 
bersama-sama setuju untuk mengakhiri perjanjian secara tertulis

Hukum yang 
Mengatur

: Hukum Republik Indonesia

Penyelesaian 
sengketa

: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

•	 Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Senamas Indo Mulia

Para Pihak : Perseroan (sebagai penjual) dan PT Senamas Indo Mulia (sebagai pembeli)

Tujuan Perjanjian
: Bahwa Perseroan sebagai pemegang saham dari RS, hendak menjual kepemilikan 

atas 7.040 saham yang mewakili 64% dari saham RS yang telah dikeluarkan dan 
disetor penuh kepada PT Senamas Indo Mulia

Beberapa ketentuan 
pokok dalam 

Perjanjian

: Total harga yang akan dibayarkan oleh PT Senamas Indo Mulia adalah sebesar 
Rp4.135.000.000,- (Empa Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) 

Persyaratan-
persyaratan yang 

harus dipenuhi 
antara lain:

a) Semua perizinan dan persetujuan pihak ketiga telah diperoleh dari, pemberi 
pinjaman dan pihak-pihak yang berkepentingan secara sah;

b) Setiap persetujuan korporasi yang wajib diperoleh Perseroan dan PT 
Senamas Indo Mulia untuk menandatangani melaksanakan transaksi yang 
dibuat berdasarkan perjanjian ini;

c) Dilangsungkannya pembayaran untuk pembelian saham yang dijual oleh 
PT Senamas Indo Mulia kepada Perseroan yang dibayarkan dengan cara 
pemindahbukuan pada suatu rekening yang ditunjuk atau diinstruksikan 
secara tertulis oleh Perseroan dan/atau dengan menggunakan metode 
pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan PT 
Senamas Indo Mulia. 

Persetujuan 
korporasi dan 

pihak ketiga yang 
dibutuhkan

: Dalam melakukan divestasi atas saham RS yang dimiliki Perseroan, Perseroan 
memerlukan persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari PT Bank Permata 
Tbk sehubungan dengan Rencana Transaksi, persetujuan dari PT Bank Danamon 
Indonesia Tbk terkait perubahan susunan pemegang saham RS dan persetujuan dari 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terkait perubahan susunan pemegang saham 
RS. Terkait hal tersebut, Perseroan telah memperoleh: 
i. Persetujuan dari PT Bank Permata Tbk yang telah diperoleh terkait dengan 

persetujuan atas Rencana Transaksi dan tindakan lainnya sehubungan 
dengan Rencana Transaksi berdasarkan Surat Persetujuan No. 0031/SK/CG8/
WB/09/2017 tanggal 18 September 2017; 

ii. Persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang telah diperoleh 
berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan Pemegang 
Saham RS No. B.177/WR.01/0817 tanggal 23 Agustus 2017; dan

iii. Persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah diperoleh 
berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan Pemegang 
Saham RS No. BMM/2.5/291 tanggal 24 Agustus 2017

Selanjutnya, Pereroan akan memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan 
terkait dengan Rencana Divestasi yang akan diperoleh berdasarkan RUPSLB yang 
akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2017; 

Metode pembayaran
: Menggunakan pembayaran dengan cara pemindahbukuan pada suatu rekening yang 

diinstruksikan oleh para pihak.

Ketentuan 
pengakhiran

: Perjanjian akan tetap mengikat kepada para pihak kecuali para pihak secara bersama-
sama setuju untuk mengakhiri perjanjian secara tertulis

Hukum yang 
Mengatur

: Hukum Republik Indonesia

Penyelesaian 
sengketa

: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

•	 Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Kevin Yatmiko

Para Pihak Perseroan (sebagai penjual) dan Kevin Yatmiko (sebagai pembeli)

Tujuan Perjanjian
Bahwa Perseroan sebagai pemegang saham dari RS, hendak menjual 
kepemilikan atas 110 saham yang mewakili 1% dari saham RS yang telah 
dikeluarkan dan disetor penuh kepada Kevin Yatmiko

Beberapa ketentuan 
pokok dalam Perjanjian

Total harga yang akan dibayarkan oleh Kevin Yatmiko adalah sebesar 
Rp65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

Persyaratan-
persyaratan yang harus 

dipenuhi antara lain:

a) Semua perizinan dan persetujuan pihak ketiga telah diperoleh dari, 
pemberi pinjaman dan pihak-pihak yang berkepentingan secara sah;

b) Setiap persetujuan korporasi yang wajib diperoleh Perseroan dan Bapak 
Kevin Yatmiko untuk menandatangani melaksanakan transaksi yang 
dibuat berdasarkan perjanjian ini;

c) Dilangsungkannya pembayaran untuk pembelian saham yang dijual oleh 
Bapak Kevin Yatmiko kepada Perseroan yang dibayarkan dengan cara 
pemindahbukuan pada suatu rekening yang ditunjuk atau diinstruksikan 
secara tertulis oleh Perseroan dan/atau dengan menggunakan metode 
pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan Bapak 
Kevin Yatmiko. 

Persetujuan korporasi 
dan pihak ketiga yang 

dibutuhkan

Dalam melakukan divestasi atas saham RS yang dimiliki Perseroan, Perseroan 
memerlukan persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari PT Bank 
Permata Tbk sehubungan dengan Rencana Transaksi, persetujuan dari PT Bank 
Danamon Indonesia Tbk terkait perubahan susunan pemegang saham RS dan 
persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terkait perubahan 
susunan pemegang saham RS. Terkait hal tersebut, Perseroan telah memperoleh: 
iv. Persetujuan dari PT Bank Permata Tbk yang telah diperoleh terkait dengan 

persetujuan atas Rencana Transaksi dan tindakan lainnya sehubungan 
dengan Rencana Transaksi berdasarkan Surat Persetujuan No. 0031/SK/
CG8/WB/09/2017 tanggal 18 September 2017; 

v. Persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang telah diperoleh 
berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan 
Pemegang Saham RS No. B.177/WR.01/0817 tanggal 23 Agustus 2017; dan

vi. Persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah 
diperoleh berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan 
Pemegang Saham RS No. BMM/2.5/291 tanggal 24 Agustus 2017

Selanjutnya, Pereroan akan memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan 
terkait dengan Rencana Divestasi yang akan diperoleh berdasarkan RUPSLB yang 
akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2017; 

Metode pembayaran Menggunakan pembayaran dengan cara pemindahbukuan pada suatu rekening 
yang diinstruksikan oleh para pihak.

Ketentuan pengakhiran Perjanjian akan tetap mengikat kepada para pihak kecuali para pihak secara 
bersama-sama setuju untuk mengakhiri perjanjian secara tertulis

Hukum yang Mengatur Hukum Republik Indonesia

Penyelesaian sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

II. Terkait perubahan tersebut di atas, terdapat Penerbitan Kembali Laporan Pendapat Kewajaran Pihak Independen, 
sehingga sub-bab “Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi” dalam bab “Ringkasan Laporan Pendapat 
Kewajaran Atas Rencana Transaksi Dari Penilai Independen” berubah menjadi sebagai berikut:

 
 Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, untuk memastikan kewajaran rencana transaksi yang akan dilakukan, 

Perseroan telah menunjuk KJPP Yanuar Bey & Rekan (“Y&R”) untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana 
transaksi, dan Y&R telah menyampaikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi yang disajikan dalam Laporan 
Pendapat Kewajaran No. Y&R/FO/17/1004 tanggal 16 Oktober 2017. 

a. Obyek Pendapat Kewajaran
Obyek dari Pendapat Kewajaran adalah: 
(i) Rencana penyetoran sekuritas perpetual atas Ekuitas dalam bentuk lain selain uang (inbreng).
(ii) Rencana investasi melalui konversi sekuritas perpetual menjadi Ekuitas IAA.
(iii) Rencana divestasi seluruh saham yang dimiliki Perseroan di RS dan MML.

 
Untuk selanjutnya disebut Rencana Transaksi.

b. Tujuan Pendapat Kewajaran
Maksud dan tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas 
Rencana Transaksi. Rencana Transaksi merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi dan 
material. Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk 
memenuhi Peraturan No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” yang 
termuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 (“Peraturan 
No. IX.E.1”) dan Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 Tanggal 
28 November 2011 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama” (“Peraturan No. IX.E.2”).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Manajemen, tidak terdapat benturan kepentingan atas Rencana 
Transaksi yang akan dilakukan dan dengan demikian mengacu pada Peraturan No. IX.E.1 angka 5.a.1) yang 
menyatakan “Dalam hal Transaksi Afiliasi nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan No. IX.E.2 dan tidak terdapat Benturan Kepentingan, maka Perusahaan hanya wajib memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2”, maka maksud dan tujuan pemberian pendapat 
kewajaran ini untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

c. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas
Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:
•	 Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan 

keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan 
pada tanggal pendapat ini diterbitkan.

•	 Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya 
semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan 
informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan. 

•	 Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis 
dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan 
dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat 
kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat 
dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

•	 Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal 
terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap 
asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab 
untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat kami karena adanya 
perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah:
•	 Kami tidak melakukan proses due diligence terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana 

Transaksi.
•	 Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan 

kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami 
oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak 
menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap 
informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa 
mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami 
menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

•	 Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi 
sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi 
hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggungjawab atas perubahan 
kesimpulan atas pendapat kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

•	 Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang kami 
berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian Pendapat 
Kewajaran atas aksi korporasi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. 

Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan aksi korporasi dari aspek hukum dan implikasi aspek 
perpajakan dari aksi korporasi tersebut.

•	 Pekerjaan kami yang berkaitan dengan aksi korporasi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan 
merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu 
atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan 
dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran 
hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan 
menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia 
untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

d. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran
Dalam melakukan penelaahan atas Rencana Transaksi, Y&R menggunakan pendekatan dan metode kerja 
tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pengertian secara layak mengenai potensi dampak komersial dan 
finansial dari Rencana Transaksi, yang dapat memiliki dampak secara langsung dan/atau tidak langsung 
terhadap kinerja keuangan Perseroan melalui:
•	 Y&R telah membaca Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Rencana Transaksi sebagai berikut:

a. Melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan 
menerbitkan sebanyak-banyaknya 13.646.387.267 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam 
juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh) saham dengan nilai nominal 
Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham. Obyek penyetoran atas saham dalam bentuk lain 
selain uang (inbreng) adalah sekuritas perpetual IAA sejumlah Rp2.601.000.000.000 (dua triliun 
enam ratus satu miliar Rupiah);

b. Melakukan penyertaan saham di IAA dengan cara mengkonversi seluruh sekuritas perpetual yang 
diperoleh dari FN dan AIL; dan

c. Melakukan divestasi seluruh saham yang dimiliki Perseroan di RS dan MML kepada PT Senamas 
Indo Mulia, PT Senamas Indonesia dan Kevin Yatmiko yang merupakan Afiliasi Perseroan.

•	 Y&R telah membaca dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan Rencana Transaksi, yang 
diberikan oleh Perseroan kepada Y&R.

•	 Y&R telah melakukan beberapa analisis atas proyeksi keuangan untuk mengetahui potensi dampak 
komersial dan finansial dari Rencana Transaksi.

Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup pembahasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
•	 Melakukan analisis atas pertimbangan bisnis yang digunakan Perseroan terkait dengan Rencana 

Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.
•	 Melakukan analisis atas kewajaran dari Nilai Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan.
•	 Melakukan analisis dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang dilaksanakan melalui analisis 

kuantitatif dan analisis kualitatif dari Rencana Transaksi.

e. Analisis Kewajaran
•	 Analisis Kewajaran Kualitatif
 Manfaat yang akan diperoleh Perseroan atas Rencana Transaksi adalah:
	 Restrukturisasi pada Perseroan memberi kontribusi posistif, hal ini dapat dilihat dengan adanya nilai 

tambah pada proyeksi keuangan atas Rencana Transaksi berupa peningkatan pada profitabilitas.
	 Restrukturisasi pada Perseroan menyebabkan Perseroan terafiliasi dengan group multinasional yang 

memiliki standar dan wawasan global, hal ini memberikan keuntungan kompetitif bagi Perseroan.
Keuntungan atas Rencana Transaksi adalah Perseroan akan memperoleh prospek bisnis karena 
penyertaan Perseroan di IAA, secara konsolidasi akan menjadi entitas anak Perseroan yang merupakan 
perusahaan terbuka. IAA akan memperoleh keuntungan sebagaimana dimiliki perusahaan terbuka yakni 
trust dari stakeholder sehingga mempermudah kegiatan operasional dan pendanaan IAA.

•	 Analisis Kewajaran Kuantitatif
1. Kewajaran nilai Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

No. Obyek yang 
Ditransaksikan

Nilai 
Nominal 
(Dalam 
Jutaan)

Hasil 
Penilaian 
(Dalam 
Jutaan)

Keterangan Laporan Penilaian
Nilai yang 

Ditransaksikan 
(Dalam Jutaan)

Persentase 
Nilai yang 

Ditransaksikan 
terhadap Hasil 

Penilaian

1

100,00% Sekuritas 
Perpetual dengan nilai 

nominal Rp3,042 T 
dan 17,85% Sekuritas 
Perpetual dengan nilai 

nominal Rp2,058 T

2.601.000 2.767.247 No. Y&R/BV/17/0823 tanggal 28 
Agustus 2017 2.601.000 -6,01%

2 Nilai per lembar 
Saham IAA 1                  

10,12 
No. Y&R/BV/17/0824  tanggal 

28 Agustus 2017                  10,79 6,66%

3 65% Ekuitas RS 4.885 4.118 No. Y&R/BV/17/0825  tanggal 
28 Agustus 2017 4.200 1,99%

4 55% Ekuitas MML 5.446 5.483 No : Y&R/BV/17/0826  tanggal 
28 Agustus 2017 5.500 0,31%

2.    Dampak keuangan dari Rencana Transaksi terhadap:
(a) Laba (Rugi) adalah sebagai berikut :

	 Peningkatan sebesar Rp1.905.879 juta pada pendapatan usaha.
	 Peningkatan sebesar Rp427.900 juta pada laba kotor.
	 Peningkatan sebesar Rp180.011 juta pada laba sebelum pajak.
	 Penurunan sebesar Rp524.827 juta pada laba komprehensif periode berjalan.

(b)  Arus Kas  adalah sebagai berikut :
	 Peningkatan sebesar Rp169.698 juta pada kas bersih dari aktivitas operasi.
	 Penurunan sebesar Rp79.140 juta pada kas bersih untuk aktivitas investasi.
	 Penurunan sebesar Rp116.843 juta kas bersih untuk aktivitas pendanaan.
	 Peningkatan sebesar Rp205.355 juta pada kas pada akhir periode.

(c) Posisi Keuangan adalah sebagai berikut :
	 Peningkatan sebesar Rp423.773 juta pada aset lancar.
	 Peningkatan sebesar Rp2.377.184 juta pada aset tidak lancar.
	 Peningkatan Rp2.800.956 juta pada total aset.
	 Peningkatan Rp1.731.671 juta pada total liabilitas lancar.
	 Peningkatan Rp1.185.917 juta pada total liabilitas tidak lancar.
	 Peningkatan Rp2.917.588 juta pada total liabilitas.
	 Penurunan Rp411.233 juta pada total ekuitas.

3.  Berdasarkan analisis rasio keuangan sebelum Rencana Transaksi diketahui bahwa rasio likuiditas 
menunjukkan posisi likuiditas yang baik namun posisi profitabilitas tidak menunjukkan kinerja yang 
maksimal. Sementara analisis rasio keuangan setelah Rencana Transaksi menunjukkan posisi 
profitabilitas yang lebih baik. Posisi solvabilitas menujukkan perbaikan karena laba yang dihasilkan 
dapat membiayai liabilitas jangka panjang dan jangka pendek.

4. Kesimpulan dari analisis inkremental adalah:
	 Peningkatan laba bersih secara bertahap sebesar Rp84.589Juta di 2017 hingga Rp593.465 

juta di tahun 2022.
	 Saldo Kas dan setara kas mengalami peningkatan sebesar Rp1.894.007 juta di tahun 2022.
	 Ekuitas mengalami peningkatan hingga Rp1.811.109 juta di tahun 2022.

5. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas diketahui bahwa penurunan pendapatan pada IAA memiliki 
dampak pada rasio keuangan sebagai berikut:

Normal 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Net Profit Margin 3,63% 3,43% 5,72% 4,65% 5,05% 5,51%
Return on Assets 2,98% 6,94% 14,39% 12,31% 12,92% 12,72%
Total Liabilities to Total Assets 100,88% 93,97% 79,55% 69,43% 61,62% 53,57%
Asset Turnover (Times) 0,82 2,02 2,51 2,65 2,56 2,31
Turun 10% 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Net Profit Margin 2,90% 2,49% 5,06% 3,94% 4,42% 4,88%
Return on Assets 2,14% 4,54% 11,46% 9,40% 10,18% 10,13%
Total Liabilities to Total Assets 101,73% 93,97% 79,55% 69,43% 61,62% 53,57%
Asset Turnover (Times) 0,74 1,82 2,26 2,38 2,30 2,08
Turun 20% 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Net Profit Margin 1,99% 1,32% 4,24% 3,06% 3,64% 4,09%
Return on Assets 1,30% 2,14% 8,53% 6,49% 7,43% 7,55%
Total Liabilities to Total Assets 102,60% 93,97% 79,55% 69,43% 61,62% 53,57%
Asset Turnover (Times) 0,66 1,62 2,01 2,12 2,04 1,85

f. Kesimpulan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, 
penelaahan atas dampak keuangan rencana penyetoran Sekuritas Perpetual atas saham dalam bentuk lain 
selain uang (inbreng), Rencana Investasi, dan Rencana Divestasi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan 
Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa rencana penyetoran Sekuritas Perpetual atas saham dalam 
bentuk lain selain uang (inbreng), Rencana Investasi, dan Rencana Divestasi, ditinjau dari segi ekonomis dan 
keuangan adalah wajar.

Kesimpulan akhir diatas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap 
rencana penyetoran Sekuritas Perpetual atas saham dalam bentuk lain selain uang (inbreng), Rencana 
Investasi, dan Rencana Divestasi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi 
baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi 
umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan 
terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan 
Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut diatas, maka kesimpulan mengenai 
kewajaran rencana penyetoran Sekuritas Perpetual atas saham dalam bentuk lain selain uang (inbreng), 
Rencana Investasi, dan Rencana Divestasi mungkin berbeda.

B. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikan 
permintaannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut 
di bawah ini:

PT RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA TBK
Kantor Pusat

Jl. A. M. Sangaji No. 11 L-M
Jakarta 10130, Indonesia

Telp. (62-21) 638-63768 (hunting),Fax./Direct (62-21) 63864524
Email: corsec@rmpp.co.id, Website: www.rmpp.co.id

Direksi Perseroan

Selasa, 17 Oktober 2017
Edisi: 10802 | Thn. XXXXIV

YUSRIL IHZA MAHENDRA
ISTIMEWA

TERKAIT AMBANG BATAS 20 PERSEN 

PBB PERBAIKI 
UJI MATERI 
UU PEMILU

Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili Ketua DPP PBB Yusril 
Ihza Mahendra, memperbaiki permohonan uji materi permohonan 
uji materi Pasal 222 UU Pemilu tentang ketentuan ambang batas 
pencalonan presiden.

NASIONAL2

Yusril Ihza Mahendra

Seluruh alat-alat 
bukti sudah kami 
tuangkan dalam 

bentuk daftar 
bukti permohonan 
yang baru, mohon 

kiranya dapat 
disahkan oleh 
Majelis Hakim 

Konstitusi

Jakarta, HanTer - Yusril 
mengatakan perbaikan yang 
dilakukan bertujuan untuk 
memperkuat dan memper-
tajam argumentasi permo-
honan.

“Kami sudah melakukan 
perbaikan baik didasarkan 
atas saran Majelis Hakim 
dalam sidang terdahulu, ma-
upun atas inisiatif kami sen-
diri,” ujar Yusril di Gedung 
Mahkamah Konstitusi (MK) 
Jakarta, Senin (16/10/2017).

Dalam perbaikan permo-
honan uji materi UU Pemilu 

tersebut, Yusril mengatakan 
pihaknya menambahkan 
argumentasi serta alat-alat 
bukti.

“Seluruh alat-alat bukti 
sudah kami tuangkan dalam 
bentuk daftar bukti permo-
honan yang baru, mohon 
kiranya dapat disahkan oleh 
Majelis Hakim Konstitusi,” 
kata Yusril.

Dalam sidang pen-
dahuluan pada Selasa 
(3/10/2017), Yusril mem-
pertanyakan rasionalitas 
ambang batas pencalonan 

presiden yang diatur dalam 
Pasal 222 UU Pemilu.

Menurut Yusril, hasil 
Pemilu 2014 yang diatur 
menggunakan ketentuan 
Pasal 222 UU Pemilu, tidak-
lah lagi relevan dan rasional 
bila digunakan untuk pemilu 
serentak yang rencananya 
digelar pada 2019.

Yusril berpendapat UUD 
1945 mengatakan pemilihan 
umum diadakan satu kali 
dalam lima tahun, dan dalam 
lima tahun itu tentu sudah 
terjadi perubahan politik 

sehingga pasal a quo sudah ti-
dak rasional untuk digunakan 
dalam pemilu selanjutnya.

Yusril juga mengatakan 
bila ambang batas yang digu-
nakan adalah ambang batas 
pemilu sebelumnya, maka 
pemilu 2019 nanti calon 
presiden adalah hasil dari 
ambang batas yang dicapai 
Pemilu Tahun 2014.

Oleh sebab itu, Yusril 
kembali mempertanyakan 
moralitas dari ketentuan 
dalam pasal a quo.

Dalam petitumnya, Yusril 
meminta Mahkamah untuk 
menyatakan Pasal 222 UU 
Pemilu bertentangan dengan 
UUD 1945 dan menyatakan 
pasal tersebut tidak mempu-
nyai kekuatan hukum yang 
mengikat. 

 Safari

Bekasi, HanTer - Pe-
merintah Kota (Pemkot) 
Bekasi, Jawa Barat, me-
nargetkan proyek rehabi-
litasi gedung pelayanan 
Kejaksaan Negeri setem-
pat di Jalan Veteran, Be-
kasi Selatan, akan bergulir 
mulai 2018.

“Hari ini kami menan-
datangani kesepakatan 
dengan Kejari Kota Bekasi 
untuk memulai rehabili-
tasi gedung layanannya,” 
ujar  Wakil Wali Kota Be-
kasi Ahmad syaikhu di Be-
kasi, Senin (16/10/2017).

Agenda penandata-
nganan tersebut dilaku-
kan antara Kepala Kejari 
Kota Bekasi Didi Suhardi 
dengan Wali Kota Bekasi 
Rahmat Eff endi bersama-
an dengan kegiatan apel 
Senin pagi di Lapangan 
Upacara Pemkot Bekasi, 
Jalan Ahmad Yani, Bekasi 
Selatan.

Syaikhu mengatakan, 
rencananya kantor Kejari 
Kota Bekasi akan direhabi-
litasi menjadi empat lantai 
dari kondisi sekarang yang 
hanya memiliki satu lantai 
di atas lahan sekitar 1.000 
meter per segi.

Saat ini lahan di sisi 
selatan kantor Kejari Kota 
Bekasi telah diperluas un-
tuk proyek tersebut.

“Selama proeses reha-
bilitasi bangunan, kantor 
Kejari akan direlokasi,” 

katanya.
Dia berharap, kesepa-

katan itu dapat mewujud-
kan kantor kejaksaan yang 
lebih representatif dalam 
memberikan layanan ter-
baik kepada seluruh warga 
masyarakat Kota Bekasi.

Pelayanan kantor Ke-
jari Kota Bekasi saat ini 
dirasa tidak representatif 
karena keterbatasan la-
han parkir kendaraan bagi 
para tamunya.

Krisis lahan parkir di 
Jalan Veteran itu dikare-
nakan adanya operasional 
sejumlah gedung layanan 
yang berinteraksi langsung 
dengan masyarakat, se-
perti gedung Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD), 
Badan Penyelenggara Ja-
minan Sosial (BPJS) Ke-
sehatan dan Tenaga Kerja, 
Mapolrestro Bekasi Kota, 
serta Masjid Agung Al 
Barkah.

Selain merehabilitasi 
gedung Kejari, Pemkot Be-
kasi juga akan merelokasi 
kantor layanan Polrestro 
Bekasi Kota ke lahan fa-
sos/fasum milik PT Sum-
marecon Agung Tbk dalam 
waktu dekat.

Pembenahan kawasan 
tersebut diharapkan bisa 
meminimalisasi dampak 
kemacetan lalu lintas yang 
selama ini terjadi di Jalan 
Veteran dan Pramuka. 

 Zamzam

Karawang, HanTer - 
Polres Kabupaten Kara-
wang, Jawa Barat, resmi 
menetapkan tiga tersangka 
peristiwa bentrokan dua 
kelompok masyarakat yang 
tergabung dalam lembaga 
swadaya masyarakat di ja-
lan Interchange Karawang 
Barat.

“Satu dari tiga orang 
itu ditetapkan tersangka 
karena membawa senjata 
tajam (sejenis golok dengan 
ukuran besar),” ujar Kapol-
res setempat AKBP Ade Ary 
Syam, dalam siaran pers 
yang diterima di Karawang, 
Senin (16/10/2017).

Dua orang lainnya di-
tetapkan tersangka karena 

dalam peristiwa bentrokan 
antarlembaga swadaya ma-
syarakat tersebut melaku-
kan perusakan dan pemba-
karan sejumlah kendaraan 
roda empat dan roda dua.

Untuk tersangka yang 
membawa senjata tajam 
berinisial MEP (21), warga 
Kecamatan Telukjambe 
Timur, Karawang. Dua ter-
sangka lainnya ialah Bo-
lot (32) warga Kecamatan 
Pangkalan dan Beka (28) 
warga Kecamatan Cilebar.

“Kami juga masih mem-
buru tiga tersangka lain 
berinisial Cmg, Jy dan Nb. 
Ketiga orang itu kini ma-
suk DPO (daftar pencarian 
orang),” kata kapolres.

Polres Karawang sendiri 
sebelumnya menangkap 23 
orang yang diduga terlibat 
dalam bentrokan antarlem-
baga swadaya masyarakat 
itu. Dengan ditetapkannya 
tiga tersangka tersebut, 
maka puluhan orang dari 
dua LSM berbeda yang se-
belumnya ditangkap, lang-
sung dilepaskan kembali, 
karena tidak cukup bukti 
untuk terus menahan me-
reka.

Sementara itu, enam 
mobil rusak akibat bentrok-
an dua kelompok masyara-
kat yang tergabung dalam 
lembaga swadaya masya-
rakat, di jalan Interchange 
Karawang Barat, Karawang, 

pada Kamis (12/10/2017).
Selain lima mobil yang 

rusak, satu unit kendaraan 
sepeda motor yang terpar-
kir di jalan Interchange 
Karawang Barat, tepatnya 
yang terparkir di depan 
sebuah rumah makan dan 
karaoke, juga hangus ter-
bakar akibat bentrokan itu.

Lima mobil yang ru-
sak dalam peristiwa itu 
ialah satu unit mobil To-
yota Agya, dua unit mobil 
Daihatsu Feroza, satu unit 
mobil Nissan Terano, satu 
unit mobil sedan Timor dan 
satu unit sepeda motor.

Informasi dari pihak 
kepolisian setempat, ben-
trokan terjadi pada Kamis 

saat puluhan anggota LSM 
BUAS sedang berkumpul di 
Resto Dewi Air, jalan Inter-
change, Karawang Barat.

 Tiba-t iba,  mereka 
diprovokasi dengan adanya 
konvoi motor dari aliansi 
ormas, terdiri dari Gerakan 
Masyarakat Bawah Indone-
sia (GMBI), Laskar NKRI 
dan Gibas Cinta Damai.

Bentrokan dipicu saat 
beberapa motor yang me-
lintas di depan Resto Dewi 
Air meraung-raungkan gas 
motor. Peristiwa memanas 
setelah kedua kubu saling 
tatap, dan terjadilah keri-
butan hingga aksi perusak-
an sejumlah kendaraan. 

 Zamzam

BENTROK DUA KELOMPOK MASYARAKAT

Polres Karawang Tetapkan 3 Tersangka

Jakarta, HanTer - Kejak-
saan Agung enggan berga-
bung dalam Detasemen Khu-
sus Tindak Pidana Korupsi 
yang dibentuk Polri karena 
institusi tersebut sudah lebih 
dahulu mempunyai Satuan 
Tugas Khusus Penanganan 
dan Penyelesaian Perka-
ra Tindak Pidana Korupsi 
(Satgasus P3TPK) dalam 
penanganan kasus tindak 
pidana korupsi.

“Kami sudah punya 
Satgasus jauh sebelum ada 
pemikiran pembentukan 
Densus Tipikor, kami sudah 
punya. Satgasus ini sama 
sekali tidak ada tambahan bi-
aya operasional,” ujar Jaksa 
Agung M Prasetyo usai Rapat 
Kerja Gabungan dengan Ko-
misi III DPR, Polri dan KPK 
di Gedung Nusantara III, 
Jakarta, Senin (16/10/2017).

Hal itu dikatakannya 
menanggapi usulan Kapolri 
Jenderal Pol Tito Karnavian 
yang menawarkan dua me-
tode kerja Densus Tipikor. 
Salah satunya memasukkan 
unsur Kejaksaan dalam pim-
pinan Densus.

Prasetyo mengatakan 
kalau Densus Tipikor diben-

tuk maka Kejaksaan akan 
memperkuat lagi dari sisi 
personel jaksa sehingga insti-
tusinya akan merevitalisasi 
kerja-kerja penuntutan agar 
bisa menampung hasil kerja 
Densus.

Dia mengakui ada dua 
opsi yang ditawarkan Kapolri 
terkait Densus Tipikor, yaitu 
dipimpin bersama namun 
kerjanya masing-masing 
seperti sekarang.

“Kita lihat, masing-
masing memiliki indepen-
densi dan hasil kerja penyi-
dik dinilai Jaksa Penuntut 
Umum sehingga jangan kha-
watir ada kesan bolak-balik 
dalam penanganan kasus 
korupsi,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa 
JPU merupakan praktisi 
hukum yang berpengalaman 
sehingga apabila berkas per-
kara belum lengkap secara 
formal dan materil maka 
harus diperbaiki dan dikem-
balikan.

Prasetyo mengaku tidak 
masalah apabila kerja pem-
berantasan korupsi dilaku-
kan masing-masing selama 
setiap institusi melaksana-
kan tugasnya dengan baik 

sehingga tidak perlu ada 
kekhawatiran.

Selain itu dia berharap 
kinerja Densus Tipikor nan-
tinya tidak saling tumpang 
tindih dengan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) 
karena sesuai UU, KPK me-
nangani kasus korupsi yang 
nilainya diatas Rp1 miliar.

Karena itu, akan rumus-
kan lagi dan sekarang ini 
bagaimana tindak pidana 

korupsi bisa ditangani bersa-
ma secara lebih terintegratif.

Sebelumnya, Kapolri 
Jenderal Pol Tito Karnavian 
menawarkan dua metode 
kerja Detasemen Khusus 
Tindak Pidana Korupsi se-
hingga kerja pemberantasan 
korupsi yang dilakukan bisa 
efektif dan efi sien.

“Pertama, dibentuk satu 
atap dengan Jaksa Penuntut 
Umum sehingga kepemim-

pinannya bukan dari Polri 
namun kami usulkan satu 
perwira tinggi bintang dua 
Kepolisian, satu dari Kejak-
saan, dan satu dari Badan 
Pemeriksa Keuangan,” ujar 
Tito dalam Rapat Kerja Ko-
misi III DPR, di Jakarta, 
Senin (16/10/2017).

Dia menjelaskan dengan 
metode pertama itu kekuat-
an di pimpinan bukan subor-
dinat namun kolektif kolegial 
dan sulit diintervensi.

Di sisi lain, menurut dia, 
tanpa mengurangi tugas 
Kejaksaan, Densus di Ke-
jaksaan bisa melakukan ke-
wenangannya.

Metode kedua, menurut 
Tito, tidak perlu satu atap 
namun seperti Detasemen 
Khusus 88 Antiteror, di-
pimpin perwira tinggi Polri 
berbintang dua.

“Namun di Kejaksaan 
ada satgas khusus sehingga 
bisa koordinasi dalam pem-
berantasan korupsi. Seperti 
Densus 88, sudah ada satgas 
penuntutan di Kejaksaan tu-
juannya agar tidak ada bolak 
balik perkara ketika berkas 
selesai,” ujarnya. 

 Zamzam

Kejaksaan Agung Pertegas Tolak Gabung Densus Tipikor

Kantor Kejari Bekasi 
Segera Direhab

Bekasi, HanTer - Wali 
Kota (Walkot) Bekasi 
Rahmat Eff endi mengin-
struksikan personel Dinas 
Perhubungan dan Satuan 
Polisi Pamong Praja se-
tempat untuk mengin-
tensifkan pengawasan di 
koridor truk sampah DKI 
Jakarta menyusul marak-
nya aksi pelemparan batu 
terhadap pengemudinya.

“Ini adalah aspek per-
soalan lalu lintas dan ke-
tertiban. Saya perintahkan 
Dishub buat barikade,” 
ujarnya di Bekasi, Senin 
(16/10/2017).

Menurut dia, personel 
tersebut akan ditempatkan 
di sepanjang koridor truk 
sampah mulai dari Keca-
matan Jatiasih hingga Ja-
lan Cipendawa-Siliwangi, 
Kecamatan Bekasi Selatan 
dan koridor Jalan Ahmad 
Yani-Siliwangi.

“Jalur yang dilalui me-
reka (truk sampah) harus 
steril dari ancaman siapa-
pun,” katanya.

Rahmat juga mengap-
resiasi upaya Kepala Kepo-
lisian Resor Metro Bekasi 
Kota Kombes Pol Hero 
Bachtiar beserta jajaran-
nya dalam menangkap 
tiga dari empat komplotan 
tersebut pada pekan lalu.

“Pihak kepolisian su-
dah bergerak intensif dan 
berhasil menangkap ter-
sangka. Besar kemungkin-

an orangnya itu-itu saja,” 
katanya.

Kepala Dinas Perhu-
bungan Kota Bekasi Yayan 
Yukliana mengatakan te-
lah berkoordinasi dengan 
Satpol PP setempat untuk 
mengintensifkan kembali 
pengawasan koridor truk 
sampah DKI.

“Kita dengan Satpol 
PP melakukan monitoring 
truk sampah selama 24 
jam. Namun pada saat 
personel siaga, pelakunya 
hilang. Padahal sempat 
sepekan penuh kita jaga,” 
katanya.

Menurut dia, upaya 
penyerangan terhadap 
truk sampah DKI kerap 
terjadi pada pukul 02.00-
04.00 WIB.

“Pelakunya sudah ke-
tahuan, yang ditangkap 
hanya suruhan saja. Na-
mun kemarin kasus se-
rupa muncul lagi, bahkan 
sebelumnya sampai ada 
sopir truk sampah yang 
kepalanya bocor,” katanya.

Yayan mengaku telah 
mempersiapkan 30 per-
sonelnya untuk berjaga 
di sepanjang koridor truk 
sampah.

“Kita intensifkan lagi. 
Personel ada 30 orang 
dari Satpol PP dan Dishub. 
Pengamanan dimulai dari 
pintu tol, setiap titik dua 
orang,” katanya. 

 Zamzam

Rahmat Efendi: Perketat
Koridor Truk Sampah
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PBB PERBAIKI 
UJI MATERI 
UU PEMILU

Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili Ketua DPP PBB Yusril 
Ihza Mahendra, memperbaiki permohonan uji materi permohonan 
uji materi Pasal 222 UU Pemilu tentang ketentuan ambang batas 
pencalonan presiden.

NASIONAL2

Yusril Ihza Mahendra

Seluruh alat-alat 
bukti sudah kami 
tuangkan dalam 

bentuk daftar 
bukti permohonan 
yang baru, mohon 

kiranya dapat 
disahkan oleh 
Majelis Hakim 

Konstitusi

Jakarta, HanTer - Yusril 
mengatakan perbaikan yang 
dilakukan bertujuan untuk 
memperkuat dan memper-
tajam argumentasi permo-
honan.

“Kami sudah melakukan 
perbaikan baik didasarkan 
atas saran Majelis Hakim 
dalam sidang terdahulu, ma-
upun atas inisiatif kami sen-
diri,” ujar Yusril di Gedung 
Mahkamah Konstitusi (MK) 
Jakarta, Senin (16/10/2017).

Dalam perbaikan permo-
honan uji materi UU Pemilu 

tersebut, Yusril mengatakan 
pihaknya menambahkan 
argumentasi serta alat-alat 
bukti.

“Seluruh alat-alat bukti 
sudah kami tuangkan dalam 
bentuk daftar bukti permo-
honan yang baru, mohon 
kiranya dapat disahkan oleh 
Majelis Hakim Konstitusi,” 
kata Yusril.

Dalam sidang pen-
dahuluan pada Selasa 
(3/10/2017), Yusril mem-
pertanyakan rasionalitas 
ambang batas pencalonan 

presiden yang diatur dalam 
Pasal 222 UU Pemilu.

Menurut Yusril, hasil 
Pemilu 2014 yang diatur 
menggunakan ketentuan 
Pasal 222 UU Pemilu, tidak-
lah lagi relevan dan rasional 
bila digunakan untuk pemilu 
serentak yang rencananya 
digelar pada 2019.

Yusril berpendapat UUD 
1945 mengatakan pemilihan 
umum diadakan satu kali 
dalam lima tahun, dan dalam 
lima tahun itu tentu sudah 
terjadi perubahan politik 

sehingga pasal a quo sudah ti-
dak rasional untuk digunakan 
dalam pemilu selanjutnya.

Yusril juga mengatakan 
bila ambang batas yang digu-
nakan adalah ambang batas 
pemilu sebelumnya, maka 
pemilu 2019 nanti calon 
presiden adalah hasil dari 
ambang batas yang dicapai 
Pemilu Tahun 2014.

Oleh sebab itu, Yusril 
kembali mempertanyakan 
moralitas dari ketentuan 
dalam pasal a quo.

Dalam petitumnya, Yusril 
meminta Mahkamah untuk 
menyatakan Pasal 222 UU 
Pemilu bertentangan dengan 
UUD 1945 dan menyatakan 
pasal tersebut tidak mempu-
nyai kekuatan hukum yang 
mengikat. 

 Safari

Bekasi, HanTer - Pe-
merintah Kota (Pemkot) 
Bekasi, Jawa Barat, me-
nargetkan proyek rehabi-
litasi gedung pelayanan 
Kejaksaan Negeri setem-
pat di Jalan Veteran, Be-
kasi Selatan, akan bergulir 
mulai 2018.

“Hari ini kami menan-
datangani kesepakatan 
dengan Kejari Kota Bekasi 
untuk memulai rehabili-
tasi gedung layanannya,” 
ujar  Wakil Wali Kota Be-
kasi Ahmad syaikhu di Be-
kasi, Senin (16/10/2017).

Agenda penandata-
nganan tersebut dilaku-
kan antara Kepala Kejari 
Kota Bekasi Didi Suhardi 
dengan Wali Kota Bekasi 
Rahmat Eff endi bersama-
an dengan kegiatan apel 
Senin pagi di Lapangan 
Upacara Pemkot Bekasi, 
Jalan Ahmad Yani, Bekasi 
Selatan.

Syaikhu mengatakan, 
rencananya kantor Kejari 
Kota Bekasi akan direhabi-
litasi menjadi empat lantai 
dari kondisi sekarang yang 
hanya memiliki satu lantai 
di atas lahan sekitar 1.000 
meter per segi.

Saat ini lahan di sisi 
selatan kantor Kejari Kota 
Bekasi telah diperluas un-
tuk proyek tersebut.

“Selama proeses reha-
bilitasi bangunan, kantor 
Kejari akan direlokasi,” 

katanya.
Dia berharap, kesepa-

katan itu dapat mewujud-
kan kantor kejaksaan yang 
lebih representatif dalam 
memberikan layanan ter-
baik kepada seluruh warga 
masyarakat Kota Bekasi.

Pelayanan kantor Ke-
jari Kota Bekasi saat ini 
dirasa tidak representatif 
karena keterbatasan la-
han parkir kendaraan bagi 
para tamunya.

Krisis lahan parkir di 
Jalan Veteran itu dikare-
nakan adanya operasional 
sejumlah gedung layanan 
yang berinteraksi langsung 
dengan masyarakat, se-
perti gedung Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD), 
Badan Penyelenggara Ja-
minan Sosial (BPJS) Ke-
sehatan dan Tenaga Kerja, 
Mapolrestro Bekasi Kota, 
serta Masjid Agung Al 
Barkah.

Selain merehabilitasi 
gedung Kejari, Pemkot Be-
kasi juga akan merelokasi 
kantor layanan Polrestro 
Bekasi Kota ke lahan fa-
sos/fasum milik PT Sum-
marecon Agung Tbk dalam 
waktu dekat.

Pembenahan kawasan 
tersebut diharapkan bisa 
meminimalisasi dampak 
kemacetan lalu lintas yang 
selama ini terjadi di Jalan 
Veteran dan Pramuka. 

 Zamzam

Karawang, HanTer - 
Polres Kabupaten Kara-
wang, Jawa Barat, resmi 
menetapkan tiga tersangka 
peristiwa bentrokan dua 
kelompok masyarakat yang 
tergabung dalam lembaga 
swadaya masyarakat di ja-
lan Interchange Karawang 
Barat.

“Satu dari tiga orang 
itu ditetapkan tersangka 
karena membawa senjata 
tajam (sejenis golok dengan 
ukuran besar),” ujar Kapol-
res setempat AKBP Ade Ary 
Syam, dalam siaran pers 
yang diterima di Karawang, 
Senin (16/10/2017).

Dua orang lainnya di-
tetapkan tersangka karena 

dalam peristiwa bentrokan 
antarlembaga swadaya ma-
syarakat tersebut melaku-
kan perusakan dan pemba-
karan sejumlah kendaraan 
roda empat dan roda dua.

Untuk tersangka yang 
membawa senjata tajam 
berinisial MEP (21), warga 
Kecamatan Telukjambe 
Timur, Karawang. Dua ter-
sangka lainnya ialah Bo-
lot (32) warga Kecamatan 
Pangkalan dan Beka (28) 
warga Kecamatan Cilebar.

“Kami juga masih mem-
buru tiga tersangka lain 
berinisial Cmg, Jy dan Nb. 
Ketiga orang itu kini ma-
suk DPO (daftar pencarian 
orang),” kata kapolres.

Polres Karawang sendiri 
sebelumnya menangkap 23 
orang yang diduga terlibat 
dalam bentrokan antarlem-
baga swadaya masyarakat 
itu. Dengan ditetapkannya 
tiga tersangka tersebut, 
maka puluhan orang dari 
dua LSM berbeda yang se-
belumnya ditangkap, lang-
sung dilepaskan kembali, 
karena tidak cukup bukti 
untuk terus menahan me-
reka.

Sementara itu, enam 
mobil rusak akibat bentrok-
an dua kelompok masyara-
kat yang tergabung dalam 
lembaga swadaya masya-
rakat, di jalan Interchange 
Karawang Barat, Karawang, 

pada Kamis (12/10/2017).
Selain lima mobil yang 

rusak, satu unit kendaraan 
sepeda motor yang terpar-
kir di jalan Interchange 
Karawang Barat, tepatnya 
yang terparkir di depan 
sebuah rumah makan dan 
karaoke, juga hangus ter-
bakar akibat bentrokan itu.

Lima mobil yang ru-
sak dalam peristiwa itu 
ialah satu unit mobil To-
yota Agya, dua unit mobil 
Daihatsu Feroza, satu unit 
mobil Nissan Terano, satu 
unit mobil sedan Timor dan 
satu unit sepeda motor.

Informasi dari pihak 
kepolisian setempat, ben-
trokan terjadi pada Kamis 

saat puluhan anggota LSM 
BUAS sedang berkumpul di 
Resto Dewi Air, jalan Inter-
change, Karawang Barat.

 Tiba-t iba,  mereka 
diprovokasi dengan adanya 
konvoi motor dari aliansi 
ormas, terdiri dari Gerakan 
Masyarakat Bawah Indone-
sia (GMBI), Laskar NKRI 
dan Gibas Cinta Damai.

Bentrokan dipicu saat 
beberapa motor yang me-
lintas di depan Resto Dewi 
Air meraung-raungkan gas 
motor. Peristiwa memanas 
setelah kedua kubu saling 
tatap, dan terjadilah keri-
butan hingga aksi perusak-
an sejumlah kendaraan. 

 Zamzam

BENTROK DUA KELOMPOK MASYARAKAT

Polres Karawang Tetapkan 3 Tersangka

Jakarta, HanTer - Kejak-
saan Agung enggan berga-
bung dalam Detasemen Khu-
sus Tindak Pidana Korupsi 
yang dibentuk Polri karena 
institusi tersebut sudah lebih 
dahulu mempunyai Satuan 
Tugas Khusus Penanganan 
dan Penyelesaian Perka-
ra Tindak Pidana Korupsi 
(Satgasus P3TPK) dalam 
penanganan kasus tindak 
pidana korupsi.

“Kami sudah punya 
Satgasus jauh sebelum ada 
pemikiran pembentukan 
Densus Tipikor, kami sudah 
punya. Satgasus ini sama 
sekali tidak ada tambahan bi-
aya operasional,” ujar Jaksa 
Agung M Prasetyo usai Rapat 
Kerja Gabungan dengan Ko-
misi III DPR, Polri dan KPK 
di Gedung Nusantara III, 
Jakarta, Senin (16/10/2017).

Hal itu dikatakannya 
menanggapi usulan Kapolri 
Jenderal Pol Tito Karnavian 
yang menawarkan dua me-
tode kerja Densus Tipikor. 
Salah satunya memasukkan 
unsur Kejaksaan dalam pim-
pinan Densus.

Prasetyo mengatakan 
kalau Densus Tipikor diben-

tuk maka Kejaksaan akan 
memperkuat lagi dari sisi 
personel jaksa sehingga insti-
tusinya akan merevitalisasi 
kerja-kerja penuntutan agar 
bisa menampung hasil kerja 
Densus.

Dia mengakui ada dua 
opsi yang ditawarkan Kapolri 
terkait Densus Tipikor, yaitu 
dipimpin bersama namun 
kerjanya masing-masing 
seperti sekarang.

“Kita lihat, masing-
masing memiliki indepen-
densi dan hasil kerja penyi-
dik dinilai Jaksa Penuntut 
Umum sehingga jangan kha-
watir ada kesan bolak-balik 
dalam penanganan kasus 
korupsi,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa 
JPU merupakan praktisi 
hukum yang berpengalaman 
sehingga apabila berkas per-
kara belum lengkap secara 
formal dan materil maka 
harus diperbaiki dan dikem-
balikan.

Prasetyo mengaku tidak 
masalah apabila kerja pem-
berantasan korupsi dilaku-
kan masing-masing selama 
setiap institusi melaksana-
kan tugasnya dengan baik 

sehingga tidak perlu ada 
kekhawatiran.

Selain itu dia berharap 
kinerja Densus Tipikor nan-
tinya tidak saling tumpang 
tindih dengan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) 
karena sesuai UU, KPK me-
nangani kasus korupsi yang 
nilainya diatas Rp1 miliar.

Karena itu, akan rumus-
kan lagi dan sekarang ini 
bagaimana tindak pidana 

korupsi bisa ditangani bersa-
ma secara lebih terintegratif.

Sebelumnya, Kapolri 
Jenderal Pol Tito Karnavian 
menawarkan dua metode 
kerja Detasemen Khusus 
Tindak Pidana Korupsi se-
hingga kerja pemberantasan 
korupsi yang dilakukan bisa 
efektif dan efi sien.

“Pertama, dibentuk satu 
atap dengan Jaksa Penuntut 
Umum sehingga kepemim-

pinannya bukan dari Polri 
namun kami usulkan satu 
perwira tinggi bintang dua 
Kepolisian, satu dari Kejak-
saan, dan satu dari Badan 
Pemeriksa Keuangan,” ujar 
Tito dalam Rapat Kerja Ko-
misi III DPR, di Jakarta, 
Senin (16/10/2017).

Dia menjelaskan dengan 
metode pertama itu kekuat-
an di pimpinan bukan subor-
dinat namun kolektif kolegial 
dan sulit diintervensi.

Di sisi lain, menurut dia, 
tanpa mengurangi tugas 
Kejaksaan, Densus di Ke-
jaksaan bisa melakukan ke-
wenangannya.

Metode kedua, menurut 
Tito, tidak perlu satu atap 
namun seperti Detasemen 
Khusus 88 Antiteror, di-
pimpin perwira tinggi Polri 
berbintang dua.

“Namun di Kejaksaan 
ada satgas khusus sehingga 
bisa koordinasi dalam pem-
berantasan korupsi. Seperti 
Densus 88, sudah ada satgas 
penuntutan di Kejaksaan tu-
juannya agar tidak ada bolak 
balik perkara ketika berkas 
selesai,” ujarnya. 

 Zamzam

Kejaksaan Agung Pertegas Tolak Gabung Densus Tipikor

Kantor Kejari Bekasi 
Segera Direhab

Bekasi, HanTer - Wali 
Kota (Walkot) Bekasi 
Rahmat Eff endi mengin-
struksikan personel Dinas 
Perhubungan dan Satuan 
Polisi Pamong Praja se-
tempat untuk mengin-
tensifkan pengawasan di 
koridor truk sampah DKI 
Jakarta menyusul marak-
nya aksi pelemparan batu 
terhadap pengemudinya.

“Ini adalah aspek per-
soalan lalu lintas dan ke-
tertiban. Saya perintahkan 
Dishub buat barikade,” 
ujarnya di Bekasi, Senin 
(16/10/2017).

Menurut dia, personel 
tersebut akan ditempatkan 
di sepanjang koridor truk 
sampah mulai dari Keca-
matan Jatiasih hingga Ja-
lan Cipendawa-Siliwangi, 
Kecamatan Bekasi Selatan 
dan koridor Jalan Ahmad 
Yani-Siliwangi.

“Jalur yang dilalui me-
reka (truk sampah) harus 
steril dari ancaman siapa-
pun,” katanya.

Rahmat juga mengap-
resiasi upaya Kepala Kepo-
lisian Resor Metro Bekasi 
Kota Kombes Pol Hero 
Bachtiar beserta jajaran-
nya dalam menangkap 
tiga dari empat komplotan 
tersebut pada pekan lalu.

“Pihak kepolisian su-
dah bergerak intensif dan 
berhasil menangkap ter-
sangka. Besar kemungkin-

an orangnya itu-itu saja,” 
katanya.

Kepala Dinas Perhu-
bungan Kota Bekasi Yayan 
Yukliana mengatakan te-
lah berkoordinasi dengan 
Satpol PP setempat untuk 
mengintensifkan kembali 
pengawasan koridor truk 
sampah DKI.

“Kita dengan Satpol 
PP melakukan monitoring 
truk sampah selama 24 
jam. Namun pada saat 
personel siaga, pelakunya 
hilang. Padahal sempat 
sepekan penuh kita jaga,” 
katanya.

Menurut dia, upaya 
penyerangan terhadap 
truk sampah DKI kerap 
terjadi pada pukul 02.00-
04.00 WIB.

“Pelakunya sudah ke-
tahuan, yang ditangkap 
hanya suruhan saja. Na-
mun kemarin kasus se-
rupa muncul lagi, bahkan 
sebelumnya sampai ada 
sopir truk sampah yang 
kepalanya bocor,” katanya.

Yayan mengaku telah 
mempersiapkan 30 per-
sonelnya untuk berjaga 
di sepanjang koridor truk 
sampah.

“Kita intensifkan lagi. 
Personel ada 30 orang 
dari Satpol PP dan Dishub. 
Pengamanan dimulai dari 
pintu tol, setiap titik dua 
orang,” katanya. 

 Zamzam
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PBB PERBAIKI 
UJI MATERI 
UU PEMILU

Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili Ketua DPP PBB Yusril 
Ihza Mahendra, memperbaiki permohonan uji materi permohonan 
uji materi Pasal 222 UU Pemilu tentang ketentuan ambang batas 
pencalonan presiden.

NASIONAL2

Yusril Ihza Mahendra

Seluruh alat-alat 
bukti sudah kami 
tuangkan dalam 

bentuk daftar 
bukti permohonan 
yang baru, mohon 

kiranya dapat 
disahkan oleh 
Majelis Hakim 

Konstitusi

Jakarta, HanTer - Yusril 
mengatakan perbaikan yang 
dilakukan bertujuan untuk 
memperkuat dan memper-
tajam argumentasi permo-
honan.

“Kami sudah melakukan 
perbaikan baik didasarkan 
atas saran Majelis Hakim 
dalam sidang terdahulu, ma-
upun atas inisiatif kami sen-
diri,” ujar Yusril di Gedung 
Mahkamah Konstitusi (MK) 
Jakarta, Senin (16/10/2017).

Dalam perbaikan permo-
honan uji materi UU Pemilu 

tersebut, Yusril mengatakan 
pihaknya menambahkan 
argumentasi serta alat-alat 
bukti.

“Seluruh alat-alat bukti 
sudah kami tuangkan dalam 
bentuk daftar bukti permo-
honan yang baru, mohon 
kiranya dapat disahkan oleh 
Majelis Hakim Konstitusi,” 
kata Yusril.

Dalam sidang pen-
dahuluan pada Selasa 
(3/10/2017), Yusril mem-
pertanyakan rasionalitas 
ambang batas pencalonan 

presiden yang diatur dalam 
Pasal 222 UU Pemilu.

Menurut Yusril, hasil 
Pemilu 2014 yang diatur 
menggunakan ketentuan 
Pasal 222 UU Pemilu, tidak-
lah lagi relevan dan rasional 
bila digunakan untuk pemilu 
serentak yang rencananya 
digelar pada 2019.

Yusril berpendapat UUD 
1945 mengatakan pemilihan 
umum diadakan satu kali 
dalam lima tahun, dan dalam 
lima tahun itu tentu sudah 
terjadi perubahan politik 

sehingga pasal a quo sudah ti-
dak rasional untuk digunakan 
dalam pemilu selanjutnya.

Yusril juga mengatakan 
bila ambang batas yang digu-
nakan adalah ambang batas 
pemilu sebelumnya, maka 
pemilu 2019 nanti calon 
presiden adalah hasil dari 
ambang batas yang dicapai 
Pemilu Tahun 2014.

Oleh sebab itu, Yusril 
kembali mempertanyakan 
moralitas dari ketentuan 
dalam pasal a quo.

Dalam petitumnya, Yusril 
meminta Mahkamah untuk 
menyatakan Pasal 222 UU 
Pemilu bertentangan dengan 
UUD 1945 dan menyatakan 
pasal tersebut tidak mempu-
nyai kekuatan hukum yang 
mengikat. 

 Safari

Bekasi, HanTer - Pe-
merintah Kota (Pemkot) 
Bekasi, Jawa Barat, me-
nargetkan proyek rehabi-
litasi gedung pelayanan 
Kejaksaan Negeri setem-
pat di Jalan Veteran, Be-
kasi Selatan, akan bergulir 
mulai 2018.

“Hari ini kami menan-
datangani kesepakatan 
dengan Kejari Kota Bekasi 
untuk memulai rehabili-
tasi gedung layanannya,” 
ujar  Wakil Wali Kota Be-
kasi Ahmad syaikhu di Be-
kasi, Senin (16/10/2017).

Agenda penandata-
nganan tersebut dilaku-
kan antara Kepala Kejari 
Kota Bekasi Didi Suhardi 
dengan Wali Kota Bekasi 
Rahmat Eff endi bersama-
an dengan kegiatan apel 
Senin pagi di Lapangan 
Upacara Pemkot Bekasi, 
Jalan Ahmad Yani, Bekasi 
Selatan.

Syaikhu mengatakan, 
rencananya kantor Kejari 
Kota Bekasi akan direhabi-
litasi menjadi empat lantai 
dari kondisi sekarang yang 
hanya memiliki satu lantai 
di atas lahan sekitar 1.000 
meter per segi.

Saat ini lahan di sisi 
selatan kantor Kejari Kota 
Bekasi telah diperluas un-
tuk proyek tersebut.

“Selama proeses reha-
bilitasi bangunan, kantor 
Kejari akan direlokasi,” 

katanya.
Dia berharap, kesepa-

katan itu dapat mewujud-
kan kantor kejaksaan yang 
lebih representatif dalam 
memberikan layanan ter-
baik kepada seluruh warga 
masyarakat Kota Bekasi.

Pelayanan kantor Ke-
jari Kota Bekasi saat ini 
dirasa tidak representatif 
karena keterbatasan la-
han parkir kendaraan bagi 
para tamunya.

Krisis lahan parkir di 
Jalan Veteran itu dikare-
nakan adanya operasional 
sejumlah gedung layanan 
yang berinteraksi langsung 
dengan masyarakat, se-
perti gedung Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD), 
Badan Penyelenggara Ja-
minan Sosial (BPJS) Ke-
sehatan dan Tenaga Kerja, 
Mapolrestro Bekasi Kota, 
serta Masjid Agung Al 
Barkah.

Selain merehabilitasi 
gedung Kejari, Pemkot Be-
kasi juga akan merelokasi 
kantor layanan Polrestro 
Bekasi Kota ke lahan fa-
sos/fasum milik PT Sum-
marecon Agung Tbk dalam 
waktu dekat.

Pembenahan kawasan 
tersebut diharapkan bisa 
meminimalisasi dampak 
kemacetan lalu lintas yang 
selama ini terjadi di Jalan 
Veteran dan Pramuka. 

 Zamzam

Karawang, HanTer - 
Polres Kabupaten Kara-
wang, Jawa Barat, resmi 
menetapkan tiga tersangka 
peristiwa bentrokan dua 
kelompok masyarakat yang 
tergabung dalam lembaga 
swadaya masyarakat di ja-
lan Interchange Karawang 
Barat.

“Satu dari tiga orang 
itu ditetapkan tersangka 
karena membawa senjata 
tajam (sejenis golok dengan 
ukuran besar),” ujar Kapol-
res setempat AKBP Ade Ary 
Syam, dalam siaran pers 
yang diterima di Karawang, 
Senin (16/10/2017).

Dua orang lainnya di-
tetapkan tersangka karena 

dalam peristiwa bentrokan 
antarlembaga swadaya ma-
syarakat tersebut melaku-
kan perusakan dan pemba-
karan sejumlah kendaraan 
roda empat dan roda dua.

Untuk tersangka yang 
membawa senjata tajam 
berinisial MEP (21), warga 
Kecamatan Telukjambe 
Timur, Karawang. Dua ter-
sangka lainnya ialah Bo-
lot (32) warga Kecamatan 
Pangkalan dan Beka (28) 
warga Kecamatan Cilebar.

“Kami juga masih mem-
buru tiga tersangka lain 
berinisial Cmg, Jy dan Nb. 
Ketiga orang itu kini ma-
suk DPO (daftar pencarian 
orang),” kata kapolres.

Polres Karawang sendiri 
sebelumnya menangkap 23 
orang yang diduga terlibat 
dalam bentrokan antarlem-
baga swadaya masyarakat 
itu. Dengan ditetapkannya 
tiga tersangka tersebut, 
maka puluhan orang dari 
dua LSM berbeda yang se-
belumnya ditangkap, lang-
sung dilepaskan kembali, 
karena tidak cukup bukti 
untuk terus menahan me-
reka.

Sementara itu, enam 
mobil rusak akibat bentrok-
an dua kelompok masyara-
kat yang tergabung dalam 
lembaga swadaya masya-
rakat, di jalan Interchange 
Karawang Barat, Karawang, 

pada Kamis (12/10/2017).
Selain lima mobil yang 

rusak, satu unit kendaraan 
sepeda motor yang terpar-
kir di jalan Interchange 
Karawang Barat, tepatnya 
yang terparkir di depan 
sebuah rumah makan dan 
karaoke, juga hangus ter-
bakar akibat bentrokan itu.

Lima mobil yang ru-
sak dalam peristiwa itu 
ialah satu unit mobil To-
yota Agya, dua unit mobil 
Daihatsu Feroza, satu unit 
mobil Nissan Terano, satu 
unit mobil sedan Timor dan 
satu unit sepeda motor.

Informasi dari pihak 
kepolisian setempat, ben-
trokan terjadi pada Kamis 

saat puluhan anggota LSM 
BUAS sedang berkumpul di 
Resto Dewi Air, jalan Inter-
change, Karawang Barat.

 Tiba-t iba,  mereka 
diprovokasi dengan adanya 
konvoi motor dari aliansi 
ormas, terdiri dari Gerakan 
Masyarakat Bawah Indone-
sia (GMBI), Laskar NKRI 
dan Gibas Cinta Damai.

Bentrokan dipicu saat 
beberapa motor yang me-
lintas di depan Resto Dewi 
Air meraung-raungkan gas 
motor. Peristiwa memanas 
setelah kedua kubu saling 
tatap, dan terjadilah keri-
butan hingga aksi perusak-
an sejumlah kendaraan. 

 Zamzam

BENTROK DUA KELOMPOK MASYARAKAT

Polres Karawang Tetapkan 3 Tersangka

Jakarta, HanTer - Kejak-
saan Agung enggan berga-
bung dalam Detasemen Khu-
sus Tindak Pidana Korupsi 
yang dibentuk Polri karena 
institusi tersebut sudah lebih 
dahulu mempunyai Satuan 
Tugas Khusus Penanganan 
dan Penyelesaian Perka-
ra Tindak Pidana Korupsi 
(Satgasus P3TPK) dalam 
penanganan kasus tindak 
pidana korupsi.

“Kami sudah punya 
Satgasus jauh sebelum ada 
pemikiran pembentukan 
Densus Tipikor, kami sudah 
punya. Satgasus ini sama 
sekali tidak ada tambahan bi-
aya operasional,” ujar Jaksa 
Agung M Prasetyo usai Rapat 
Kerja Gabungan dengan Ko-
misi III DPR, Polri dan KPK 
di Gedung Nusantara III, 
Jakarta, Senin (16/10/2017).

Hal itu dikatakannya 
menanggapi usulan Kapolri 
Jenderal Pol Tito Karnavian 
yang menawarkan dua me-
tode kerja Densus Tipikor. 
Salah satunya memasukkan 
unsur Kejaksaan dalam pim-
pinan Densus.

Prasetyo mengatakan 
kalau Densus Tipikor diben-

tuk maka Kejaksaan akan 
memperkuat lagi dari sisi 
personel jaksa sehingga insti-
tusinya akan merevitalisasi 
kerja-kerja penuntutan agar 
bisa menampung hasil kerja 
Densus.

Dia mengakui ada dua 
opsi yang ditawarkan Kapolri 
terkait Densus Tipikor, yaitu 
dipimpin bersama namun 
kerjanya masing-masing 
seperti sekarang.

“Kita lihat, masing-
masing memiliki indepen-
densi dan hasil kerja penyi-
dik dinilai Jaksa Penuntut 
Umum sehingga jangan kha-
watir ada kesan bolak-balik 
dalam penanganan kasus 
korupsi,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa 
JPU merupakan praktisi 
hukum yang berpengalaman 
sehingga apabila berkas per-
kara belum lengkap secara 
formal dan materil maka 
harus diperbaiki dan dikem-
balikan.

Prasetyo mengaku tidak 
masalah apabila kerja pem-
berantasan korupsi dilaku-
kan masing-masing selama 
setiap institusi melaksana-
kan tugasnya dengan baik 

sehingga tidak perlu ada 
kekhawatiran.

Selain itu dia berharap 
kinerja Densus Tipikor nan-
tinya tidak saling tumpang 
tindih dengan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) 
karena sesuai UU, KPK me-
nangani kasus korupsi yang 
nilainya diatas Rp1 miliar.

Karena itu, akan rumus-
kan lagi dan sekarang ini 
bagaimana tindak pidana 

korupsi bisa ditangani bersa-
ma secara lebih terintegratif.

Sebelumnya, Kapolri 
Jenderal Pol Tito Karnavian 
menawarkan dua metode 
kerja Detasemen Khusus 
Tindak Pidana Korupsi se-
hingga kerja pemberantasan 
korupsi yang dilakukan bisa 
efektif dan efi sien.

“Pertama, dibentuk satu 
atap dengan Jaksa Penuntut 
Umum sehingga kepemim-

pinannya bukan dari Polri 
namun kami usulkan satu 
perwira tinggi bintang dua 
Kepolisian, satu dari Kejak-
saan, dan satu dari Badan 
Pemeriksa Keuangan,” ujar 
Tito dalam Rapat Kerja Ko-
misi III DPR, di Jakarta, 
Senin (16/10/2017).

Dia menjelaskan dengan 
metode pertama itu kekuat-
an di pimpinan bukan subor-
dinat namun kolektif kolegial 
dan sulit diintervensi.

Di sisi lain, menurut dia, 
tanpa mengurangi tugas 
Kejaksaan, Densus di Ke-
jaksaan bisa melakukan ke-
wenangannya.

Metode kedua, menurut 
Tito, tidak perlu satu atap 
namun seperti Detasemen 
Khusus 88 Antiteror, di-
pimpin perwira tinggi Polri 
berbintang dua.

“Namun di Kejaksaan 
ada satgas khusus sehingga 
bisa koordinasi dalam pem-
berantasan korupsi. Seperti 
Densus 88, sudah ada satgas 
penuntutan di Kejaksaan tu-
juannya agar tidak ada bolak 
balik perkara ketika berkas 
selesai,” ujarnya. 

 Zamzam

Kejaksaan Agung Pertegas Tolak Gabung Densus Tipikor

Kantor Kejari Bekasi 
Segera Direhab

Bekasi, HanTer - Wali 
Kota (Walkot) Bekasi 
Rahmat Eff endi mengin-
struksikan personel Dinas 
Perhubungan dan Satuan 
Polisi Pamong Praja se-
tempat untuk mengin-
tensifkan pengawasan di 
koridor truk sampah DKI 
Jakarta menyusul marak-
nya aksi pelemparan batu 
terhadap pengemudinya.

“Ini adalah aspek per-
soalan lalu lintas dan ke-
tertiban. Saya perintahkan 
Dishub buat barikade,” 
ujarnya di Bekasi, Senin 
(16/10/2017).

Menurut dia, personel 
tersebut akan ditempatkan 
di sepanjang koridor truk 
sampah mulai dari Keca-
matan Jatiasih hingga Ja-
lan Cipendawa-Siliwangi, 
Kecamatan Bekasi Selatan 
dan koridor Jalan Ahmad 
Yani-Siliwangi.

“Jalur yang dilalui me-
reka (truk sampah) harus 
steril dari ancaman siapa-
pun,” katanya.

Rahmat juga mengap-
resiasi upaya Kepala Kepo-
lisian Resor Metro Bekasi 
Kota Kombes Pol Hero 
Bachtiar beserta jajaran-
nya dalam menangkap 
tiga dari empat komplotan 
tersebut pada pekan lalu.

“Pihak kepolisian su-
dah bergerak intensif dan 
berhasil menangkap ter-
sangka. Besar kemungkin-

an orangnya itu-itu saja,” 
katanya.

Kepala Dinas Perhu-
bungan Kota Bekasi Yayan 
Yukliana mengatakan te-
lah berkoordinasi dengan 
Satpol PP setempat untuk 
mengintensifkan kembali 
pengawasan koridor truk 
sampah DKI.

“Kita dengan Satpol 
PP melakukan monitoring 
truk sampah selama 24 
jam. Namun pada saat 
personel siaga, pelakunya 
hilang. Padahal sempat 
sepekan penuh kita jaga,” 
katanya.

Menurut dia, upaya 
penyerangan terhadap 
truk sampah DKI kerap 
terjadi pada pukul 02.00-
04.00 WIB.

“Pelakunya sudah ke-
tahuan, yang ditangkap 
hanya suruhan saja. Na-
mun kemarin kasus se-
rupa muncul lagi, bahkan 
sebelumnya sampai ada 
sopir truk sampah yang 
kepalanya bocor,” katanya.

Yayan mengaku telah 
mempersiapkan 30 per-
sonelnya untuk berjaga 
di sepanjang koridor truk 
sampah.

“Kita intensifkan lagi. 
Personel ada 30 orang 
dari Satpol PP dan Dishub. 
Pengamanan dimulai dari 
pintu tol, setiap titik dua 
orang,” katanya. 
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Rahmat Efendi: Perketat
Koridor Truk Sampah
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YUSRIL IHZA MAHENDRA
ISTIMEWA

TERKAIT AMBANG BATAS 20 PERSEN 

PBB PERBAIKI 
UJI MATERI 
UU PEMILU

Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili Ketua DPP PBB Yusril 
Ihza Mahendra, memperbaiki permohonan uji materi permohonan 
uji materi Pasal 222 UU Pemilu tentang ketentuan ambang batas 
pencalonan presiden.

NASIONAL2

Yusril Ihza Mahendra

Seluruh alat-alat 
bukti sudah kami 
tuangkan dalam 

bentuk daftar 
bukti permohonan 
yang baru, mohon 

kiranya dapat 
disahkan oleh 
Majelis Hakim 

Konstitusi

Jakarta, HanTer - Yusril 
mengatakan perbaikan yang 
dilakukan bertujuan untuk 
memperkuat dan memper-
tajam argumentasi permo-
honan.

“Kami sudah melakukan 
perbaikan baik didasarkan 
atas saran Majelis Hakim 
dalam sidang terdahulu, ma-
upun atas inisiatif kami sen-
diri,” ujar Yusril di Gedung 
Mahkamah Konstitusi (MK) 
Jakarta, Senin (16/10/2017).

Dalam perbaikan permo-
honan uji materi UU Pemilu 

tersebut, Yusril mengatakan 
pihaknya menambahkan 
argumentasi serta alat-alat 
bukti.

“Seluruh alat-alat bukti 
sudah kami tuangkan dalam 
bentuk daftar bukti permo-
honan yang baru, mohon 
kiranya dapat disahkan oleh 
Majelis Hakim Konstitusi,” 
kata Yusril.

Dalam sidang pen-
dahuluan pada Selasa 
(3/10/2017), Yusril mem-
pertanyakan rasionalitas 
ambang batas pencalonan 

presiden yang diatur dalam 
Pasal 222 UU Pemilu.

Menurut Yusril, hasil 
Pemilu 2014 yang diatur 
menggunakan ketentuan 
Pasal 222 UU Pemilu, tidak-
lah lagi relevan dan rasional 
bila digunakan untuk pemilu 
serentak yang rencananya 
digelar pada 2019.

Yusril berpendapat UUD 
1945 mengatakan pemilihan 
umum diadakan satu kali 
dalam lima tahun, dan dalam 
lima tahun itu tentu sudah 
terjadi perubahan politik 

sehingga pasal a quo sudah ti-
dak rasional untuk digunakan 
dalam pemilu selanjutnya.

Yusril juga mengatakan 
bila ambang batas yang digu-
nakan adalah ambang batas 
pemilu sebelumnya, maka 
pemilu 2019 nanti calon 
presiden adalah hasil dari 
ambang batas yang dicapai 
Pemilu Tahun 2014.

Oleh sebab itu, Yusril 
kembali mempertanyakan 
moralitas dari ketentuan 
dalam pasal a quo.

Dalam petitumnya, Yusril 
meminta Mahkamah untuk 
menyatakan Pasal 222 UU 
Pemilu bertentangan dengan 
UUD 1945 dan menyatakan 
pasal tersebut tidak mempu-
nyai kekuatan hukum yang 
mengikat. 

 Safari

Bekasi, HanTer - Pe-
merintah Kota (Pemkot) 
Bekasi, Jawa Barat, me-
nargetkan proyek rehabi-
litasi gedung pelayanan 
Kejaksaan Negeri setem-
pat di Jalan Veteran, Be-
kasi Selatan, akan bergulir 
mulai 2018.

“Hari ini kami menan-
datangani kesepakatan 
dengan Kejari Kota Bekasi 
untuk memulai rehabili-
tasi gedung layanannya,” 
ujar  Wakil Wali Kota Be-
kasi Ahmad syaikhu di Be-
kasi, Senin (16/10/2017).

Agenda penandata-
nganan tersebut dilaku-
kan antara Kepala Kejari 
Kota Bekasi Didi Suhardi 
dengan Wali Kota Bekasi 
Rahmat Eff endi bersama-
an dengan kegiatan apel 
Senin pagi di Lapangan 
Upacara Pemkot Bekasi, 
Jalan Ahmad Yani, Bekasi 
Selatan.

Syaikhu mengatakan, 
rencananya kantor Kejari 
Kota Bekasi akan direhabi-
litasi menjadi empat lantai 
dari kondisi sekarang yang 
hanya memiliki satu lantai 
di atas lahan sekitar 1.000 
meter per segi.

Saat ini lahan di sisi 
selatan kantor Kejari Kota 
Bekasi telah diperluas un-
tuk proyek tersebut.

“Selama proeses reha-
bilitasi bangunan, kantor 
Kejari akan direlokasi,” 

katanya.
Dia berharap, kesepa-

katan itu dapat mewujud-
kan kantor kejaksaan yang 
lebih representatif dalam 
memberikan layanan ter-
baik kepada seluruh warga 
masyarakat Kota Bekasi.

Pelayanan kantor Ke-
jari Kota Bekasi saat ini 
dirasa tidak representatif 
karena keterbatasan la-
han parkir kendaraan bagi 
para tamunya.

Krisis lahan parkir di 
Jalan Veteran itu dikare-
nakan adanya operasional 
sejumlah gedung layanan 
yang berinteraksi langsung 
dengan masyarakat, se-
perti gedung Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD), 
Badan Penyelenggara Ja-
minan Sosial (BPJS) Ke-
sehatan dan Tenaga Kerja, 
Mapolrestro Bekasi Kota, 
serta Masjid Agung Al 
Barkah.

Selain merehabilitasi 
gedung Kejari, Pemkot Be-
kasi juga akan merelokasi 
kantor layanan Polrestro 
Bekasi Kota ke lahan fa-
sos/fasum milik PT Sum-
marecon Agung Tbk dalam 
waktu dekat.

Pembenahan kawasan 
tersebut diharapkan bisa 
meminimalisasi dampak 
kemacetan lalu lintas yang 
selama ini terjadi di Jalan 
Veteran dan Pramuka. 

 Zamzam

Karawang, HanTer - 
Polres Kabupaten Kara-
wang, Jawa Barat, resmi 
menetapkan tiga tersangka 
peristiwa bentrokan dua 
kelompok masyarakat yang 
tergabung dalam lembaga 
swadaya masyarakat di ja-
lan Interchange Karawang 
Barat.

“Satu dari tiga orang 
itu ditetapkan tersangka 
karena membawa senjata 
tajam (sejenis golok dengan 
ukuran besar),” ujar Kapol-
res setempat AKBP Ade Ary 
Syam, dalam siaran pers 
yang diterima di Karawang, 
Senin (16/10/2017).

Dua orang lainnya di-
tetapkan tersangka karena 

dalam peristiwa bentrokan 
antarlembaga swadaya ma-
syarakat tersebut melaku-
kan perusakan dan pemba-
karan sejumlah kendaraan 
roda empat dan roda dua.

Untuk tersangka yang 
membawa senjata tajam 
berinisial MEP (21), warga 
Kecamatan Telukjambe 
Timur, Karawang. Dua ter-
sangka lainnya ialah Bo-
lot (32) warga Kecamatan 
Pangkalan dan Beka (28) 
warga Kecamatan Cilebar.

“Kami juga masih mem-
buru tiga tersangka lain 
berinisial Cmg, Jy dan Nb. 
Ketiga orang itu kini ma-
suk DPO (daftar pencarian 
orang),” kata kapolres.

Polres Karawang sendiri 
sebelumnya menangkap 23 
orang yang diduga terlibat 
dalam bentrokan antarlem-
baga swadaya masyarakat 
itu. Dengan ditetapkannya 
tiga tersangka tersebut, 
maka puluhan orang dari 
dua LSM berbeda yang se-
belumnya ditangkap, lang-
sung dilepaskan kembali, 
karena tidak cukup bukti 
untuk terus menahan me-
reka.

Sementara itu, enam 
mobil rusak akibat bentrok-
an dua kelompok masyara-
kat yang tergabung dalam 
lembaga swadaya masya-
rakat, di jalan Interchange 
Karawang Barat, Karawang, 

pada Kamis (12/10/2017).
Selain lima mobil yang 

rusak, satu unit kendaraan 
sepeda motor yang terpar-
kir di jalan Interchange 
Karawang Barat, tepatnya 
yang terparkir di depan 
sebuah rumah makan dan 
karaoke, juga hangus ter-
bakar akibat bentrokan itu.

Lima mobil yang ru-
sak dalam peristiwa itu 
ialah satu unit mobil To-
yota Agya, dua unit mobil 
Daihatsu Feroza, satu unit 
mobil Nissan Terano, satu 
unit mobil sedan Timor dan 
satu unit sepeda motor.

Informasi dari pihak 
kepolisian setempat, ben-
trokan terjadi pada Kamis 

saat puluhan anggota LSM 
BUAS sedang berkumpul di 
Resto Dewi Air, jalan Inter-
change, Karawang Barat.

 Tiba-t iba,  mereka 
diprovokasi dengan adanya 
konvoi motor dari aliansi 
ormas, terdiri dari Gerakan 
Masyarakat Bawah Indone-
sia (GMBI), Laskar NKRI 
dan Gibas Cinta Damai.

Bentrokan dipicu saat 
beberapa motor yang me-
lintas di depan Resto Dewi 
Air meraung-raungkan gas 
motor. Peristiwa memanas 
setelah kedua kubu saling 
tatap, dan terjadilah keri-
butan hingga aksi perusak-
an sejumlah kendaraan. 

 Zamzam

BENTROK DUA KELOMPOK MASYARAKAT

Polres Karawang Tetapkan 3 Tersangka

Jakarta, HanTer - Kejak-
saan Agung enggan berga-
bung dalam Detasemen Khu-
sus Tindak Pidana Korupsi 
yang dibentuk Polri karena 
institusi tersebut sudah lebih 
dahulu mempunyai Satuan 
Tugas Khusus Penanganan 
dan Penyelesaian Perka-
ra Tindak Pidana Korupsi 
(Satgasus P3TPK) dalam 
penanganan kasus tindak 
pidana korupsi.

“Kami sudah punya 
Satgasus jauh sebelum ada 
pemikiran pembentukan 
Densus Tipikor, kami sudah 
punya. Satgasus ini sama 
sekali tidak ada tambahan bi-
aya operasional,” ujar Jaksa 
Agung M Prasetyo usai Rapat 
Kerja Gabungan dengan Ko-
misi III DPR, Polri dan KPK 
di Gedung Nusantara III, 
Jakarta, Senin (16/10/2017).

Hal itu dikatakannya 
menanggapi usulan Kapolri 
Jenderal Pol Tito Karnavian 
yang menawarkan dua me-
tode kerja Densus Tipikor. 
Salah satunya memasukkan 
unsur Kejaksaan dalam pim-
pinan Densus.

Prasetyo mengatakan 
kalau Densus Tipikor diben-

tuk maka Kejaksaan akan 
memperkuat lagi dari sisi 
personel jaksa sehingga insti-
tusinya akan merevitalisasi 
kerja-kerja penuntutan agar 
bisa menampung hasil kerja 
Densus.

Dia mengakui ada dua 
opsi yang ditawarkan Kapolri 
terkait Densus Tipikor, yaitu 
dipimpin bersama namun 
kerjanya masing-masing 
seperti sekarang.

“Kita lihat, masing-
masing memiliki indepen-
densi dan hasil kerja penyi-
dik dinilai Jaksa Penuntut 
Umum sehingga jangan kha-
watir ada kesan bolak-balik 
dalam penanganan kasus 
korupsi,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa 
JPU merupakan praktisi 
hukum yang berpengalaman 
sehingga apabila berkas per-
kara belum lengkap secara 
formal dan materil maka 
harus diperbaiki dan dikem-
balikan.

Prasetyo mengaku tidak 
masalah apabila kerja pem-
berantasan korupsi dilaku-
kan masing-masing selama 
setiap institusi melaksana-
kan tugasnya dengan baik 

sehingga tidak perlu ada 
kekhawatiran.

Selain itu dia berharap 
kinerja Densus Tipikor nan-
tinya tidak saling tumpang 
tindih dengan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) 
karena sesuai UU, KPK me-
nangani kasus korupsi yang 
nilainya diatas Rp1 miliar.

Karena itu, akan rumus-
kan lagi dan sekarang ini 
bagaimana tindak pidana 

korupsi bisa ditangani bersa-
ma secara lebih terintegratif.

Sebelumnya, Kapolri 
Jenderal Pol Tito Karnavian 
menawarkan dua metode 
kerja Detasemen Khusus 
Tindak Pidana Korupsi se-
hingga kerja pemberantasan 
korupsi yang dilakukan bisa 
efektif dan efi sien.

“Pertama, dibentuk satu 
atap dengan Jaksa Penuntut 
Umum sehingga kepemim-

pinannya bukan dari Polri 
namun kami usulkan satu 
perwira tinggi bintang dua 
Kepolisian, satu dari Kejak-
saan, dan satu dari Badan 
Pemeriksa Keuangan,” ujar 
Tito dalam Rapat Kerja Ko-
misi III DPR, di Jakarta, 
Senin (16/10/2017).

Dia menjelaskan dengan 
metode pertama itu kekuat-
an di pimpinan bukan subor-
dinat namun kolektif kolegial 
dan sulit diintervensi.

Di sisi lain, menurut dia, 
tanpa mengurangi tugas 
Kejaksaan, Densus di Ke-
jaksaan bisa melakukan ke-
wenangannya.

Metode kedua, menurut 
Tito, tidak perlu satu atap 
namun seperti Detasemen 
Khusus 88 Antiteror, di-
pimpin perwira tinggi Polri 
berbintang dua.

“Namun di Kejaksaan 
ada satgas khusus sehingga 
bisa koordinasi dalam pem-
berantasan korupsi. Seperti 
Densus 88, sudah ada satgas 
penuntutan di Kejaksaan tu-
juannya agar tidak ada bolak 
balik perkara ketika berkas 
selesai,” ujarnya. 
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Kantor Kejari Bekasi 
Segera Direhab

Bekasi, HanTer - Wali 
Kota (Walkot) Bekasi 
Rahmat Eff endi mengin-
struksikan personel Dinas 
Perhubungan dan Satuan 
Polisi Pamong Praja se-
tempat untuk mengin-
tensifkan pengawasan di 
koridor truk sampah DKI 
Jakarta menyusul marak-
nya aksi pelemparan batu 
terhadap pengemudinya.

“Ini adalah aspek per-
soalan lalu lintas dan ke-
tertiban. Saya perintahkan 
Dishub buat barikade,” 
ujarnya di Bekasi, Senin 
(16/10/2017).

Menurut dia, personel 
tersebut akan ditempatkan 
di sepanjang koridor truk 
sampah mulai dari Keca-
matan Jatiasih hingga Ja-
lan Cipendawa-Siliwangi, 
Kecamatan Bekasi Selatan 
dan koridor Jalan Ahmad 
Yani-Siliwangi.

“Jalur yang dilalui me-
reka (truk sampah) harus 
steril dari ancaman siapa-
pun,” katanya.

Rahmat juga mengap-
resiasi upaya Kepala Kepo-
lisian Resor Metro Bekasi 
Kota Kombes Pol Hero 
Bachtiar beserta jajaran-
nya dalam menangkap 
tiga dari empat komplotan 
tersebut pada pekan lalu.

“Pihak kepolisian su-
dah bergerak intensif dan 
berhasil menangkap ter-
sangka. Besar kemungkin-

an orangnya itu-itu saja,” 
katanya.

Kepala Dinas Perhu-
bungan Kota Bekasi Yayan 
Yukliana mengatakan te-
lah berkoordinasi dengan 
Satpol PP setempat untuk 
mengintensifkan kembali 
pengawasan koridor truk 
sampah DKI.

“Kita dengan Satpol 
PP melakukan monitoring 
truk sampah selama 24 
jam. Namun pada saat 
personel siaga, pelakunya 
hilang. Padahal sempat 
sepekan penuh kita jaga,” 
katanya.

Menurut dia, upaya 
penyerangan terhadap 
truk sampah DKI kerap 
terjadi pada pukul 02.00-
04.00 WIB.

“Pelakunya sudah ke-
tahuan, yang ditangkap 
hanya suruhan saja. Na-
mun kemarin kasus se-
rupa muncul lagi, bahkan 
sebelumnya sampai ada 
sopir truk sampah yang 
kepalanya bocor,” katanya.

Yayan mengaku telah 
mempersiapkan 30 per-
sonelnya untuk berjaga 
di sepanjang koridor truk 
sampah.

“Kita intensifkan lagi. 
Personel ada 30 orang 
dari Satpol PP dan Dishub. 
Pengamanan dimulai dari 
pintu tol, setiap titik dua 
orang,” katanya. 

 Zamzam

Rahmat Efendi: Perketat
Koridor Truk Sampah
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